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Belanja Pegawai - THR ASN Pemkot Dibayar H-10 
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Pemerintah Kota Makassar mulai mempersiapkan pembayaran gaji ke-14 atau 

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar M Dakhlan, menerangkan petunjuk 

teknis (juknis) terkait pembayaran THR sudah diterima dari Pemerintah Pusat. 

Pemkot Makassar pun segera menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Wali Kota 

(Perwali) pembayarannya. Selain mengatur tentang pembayaran THR ASN, Perwali yang 

sementara digodok itu juga nantinya sudah mencakup aturan pembayaran gaji 13. 

Namun, kata Dakhlan, berbeda dengan gaji 14 yang akan dibayarkan sebelum Idulfitri, 

gaji 13 baru akan dibayarkan pada Juni 2024 mendatang atau pada momen penerimaan siswa 

baru. 

“Juknis pembayaran THR sudah turun. Sudah ada. Kita tindak lanjuti dengan 

pembuatan Peraturan Wali Kota. Perwalinya on progress,” ungkap Dakhlan usai mendampingi 

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyerahkan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jalan AP Petta 

Rani, Jumat (15/3). 

Dakhlan mengatakan, sesuai juknis, pencarian THR ini akan dilaksanakan paling 

lambat H-10 lebaran Idulfitri. Adapun pegawai yang menerima THR adalah ASN, baik yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK). 
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Menurut Dakhlan, anggaran yang disiapkan Pemkot Makassar untuk pembayaran THR 

ini sebesar Rp50 miliar hingga Rp60 miliar. Adapun komponen yang akan dibayarkan pada 

THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas 

jabatannya. Pembayaran THR tersebut diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kota Makassar tahun anggaran 2024. 

Berbeda dengan ASN, tenaga honorer atau Laskar Pelangi tidak mendapatkan THR 

karena tidak ada juknis yang mengatur tentang hal tersebut. “Untuk tenaga kontrak atau Laskar 

Pelangi, tidak ada aturan terkait pembayaran THR. Dalam APBD juga tidak teranggarkan. 

Cuma untuk ASN,” jelas Dakhlan. 

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Nielma Palamba 

menegaskan pemberian Tunjang Hari Raya (THR) bagi para pekerja di sektor swasta juga 

merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha. Hal itu mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, juncto Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. 

Untuk teknis pembayaran THR bagi karyawan swasta, kata Nielma, pihaknya masih 

menunggu surat edaran resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan. “Kita masih tunggu edaran 

untuk tahun 2024 ini. Karena setiap tahun Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat 

edaran terkait hal itu,” kata Nielma via telepon, kemarin. 

Adapun kriteria karyawan yang berhak mendapatkan THR satu bulan gaji adalah sudah 

bekerja minimal 12 bulan atau satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. Sementara bagi 

karyawan yang usia kerjanya belum cukup setahun, ada perhitungannya tersendiri. Bagi 

perusahaan yang tidak mampu memberikan THR kepada karyawannya wajib menyampaikan 

persoalan itu secara resmi ke Dinas Ketenagakerjaan.  

“Perusahaan yang tidak sanggup membayar THR harus menyampaikan persoalannya 

secara resmi ke Disnaker. Tentunya dengan alasan kuat,” kata Nielma. 

Selanjutnya, perusahaan bisa menyicil THR karyawannya hingga batas waktu tujuh 

hari setelah lebaran dengan catatan kebijakan tersebut mendapat persetujuan dari seluruh 

karyawannya. 

Nielma melanjutkan, pihaknya membuka posko layanan untuk pengaduan yang bisa 

dimanfaatkan oleh karyawan perusahaan jika tidak memperoleh haknya dari perusahaan. 

Nielma pun menjamin kerahasiaan identitas orang yang melapor ke Posko Pengaduan THR. 

Posko tersebut bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Makassar, Jalan AP Petta Rani. 
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“Jadi bagi karyawan yang tidak memperoleh haknya, bisa melaporkan persoalan 

tersebut ke posko di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar,” kata Nielma. 

Secara tegas, menurut mantan Kadis Dukcapil Makassar ini, perusahaan yang tidak 

memberikan THR kepada karyawannya akan mendapat sanksi. Sanksi yang dimaksud berupa 

teguran administrasi dan paling berat pembekuan perusahaan. Untuk itu, pihaknya akan turun 

melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan guna mengingatkan agar mereka membayar 

THR karyawan sesuai jadwal. 

“Minggu depan kita akan turun melakukan sosialisasi terkait hak karyawan dalam 

mendapatkan THR,” tandas Nielma. 

Tak hanya itu, Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pemerintah Kota Makassar mulai cair hari ini. Nilai totalnya mencapai Rp 60 miliar. “Mulai 

hari ini cair,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Muhammad Dakhlan 

kepada fajar.co.id melalui telepon, Selasa (26/3/2024). 

Muhammad Dakhlan mengungkapkan THR tersebut langsung dicairkan sekaligus. 

Meski begitu, pencairan hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

dokumennya sudah lengkap. 

“Tidak ada tahapnya,” terangnya. 

Ia bilang saat ini memang belum semua THR SKPD cair. Tapi mayoritas sudah cair. 

“Tergantung SKPD. Dokumennya lengkap. Semua kembali ke SKPD-nya,” jelasnya. 

Dakhlan sebelumnya mengatakan Pemkot Makassar menyiapkan anggaran Rp50 

sampai Rp 60 miliar untuk THR ASN tahun 2024. 

“Iya, kurang lebih segitu (Rp50-60 miliar),” ujar Dakhlan pada Sabtu 16 Maret 2024. 

Ia bilang pihaknya telah menerima Petunjuk Teknis (Juknis) pembayaran THR ASN 

2024 dari pemerintah pusat. 

Di Juknis tersebut, ia mengatakan pembayaran THR bakal dibayar penuh.  

Mengingat sejak pandemi Covid-19 hingga tahun lalu, THR tidak dibayar penuh 100%. 

Hal itu dilakukan karena keuangan negara yang baru pulih di masa paceklik. 

Selain itu, pembayaran THR-nya juga telah mengikuti aturan terbaru. Yakni kenaikan 

gaji delapan persen yang berlaku mulai tahun ini. 

“Kita ikuti Juknisnya,” pungkasnya. 

Sesuai jadwal, pencairan THR ASN ini paling cepat pada H-10 lebaran, atau pada 31 

Maret 2024, dan paling lambat setelah Hari Raya Idulfitri. 
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Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan: 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas 

jenis: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 57 yang menyatakan: 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan 

untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala 

Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada 

belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 58 yang menyatakan: 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN 

dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan   

pertimbangan beban kerja, tempat   bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, 

prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah. 

(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN 

setelah mendapat persetujuan Menteri. 

(5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah 

memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang keuangan. 

(6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan   penghasilan bagi 

Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (4) 

dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan 

Menteri. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 141 yang menyatakan: 

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang 

diperoleh oleh pihak yang menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran 

daerah. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) tidak  termasuk  pengeluaran  

keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:  

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah. 

b. Kepala   daerah   menetapkan   Bendahara   Pengeluaran   untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran 

pembiayaan pada SKPD dan SKPKD. 

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Iis Farida Sholihah  6 

 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, 

dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; 

dan 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan 

wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah; 

2) memeriksa kas secara periodik; 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari 

bank; 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal; 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan 

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang 

melaksanakan fungsi BUD. 

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul 

PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan: 

1) besaran anggaran; 

2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan 

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi: 

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD; 

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 
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5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan   

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran 

secara periodik. 

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan 

wewenang lainnya meliputi: 

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

2) memeriksa kas secara periodik;  

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari 

bank; 

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan 

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan. 

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara 

unit organisasi bersifat khusus. 

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara 

dengan Bendahara Pengeluaran. 

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas 

pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung 

jawab secara administratif dan fungsional.  

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat     

laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan 

disampaikan kepada PA. 

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan 

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada 

unit SKPD dan disampaikan kepada KPA. 
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o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat 

laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan 

disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan 

membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada 

unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang 

bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas 

pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan 

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada 

Bendahara Pengeluaran. 

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa; 

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; 

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama 

pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan 

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus. 

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap 

kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan  

langsung  dengan pelaksanaan APBD. 

6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 

a. Angka 9 yang menyatakan, “Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD 

merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana 

atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.” 

b. Angka 10 yang menyatakan, “Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar 

hukum yang melandasinya.” 

c. Angka 11 yang menyatakan, “Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 

dianggarkan secara bruto dalam APBD.” 
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7. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 37 yang menyatakan: 

a. Belanja Pegawai 

1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang   

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ 

anggota DPRD, dan Pegawai ASN. 

a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan 

pada belanja SKPD sekretariat daerah. 

b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada 

belanja SKPD Sekretariat DPRD. 

c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. 

3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, 

tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan 

anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan 

honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 

ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh 

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah. 

6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA. 

7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, 

tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau   

pertimbangan   objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut: 

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai 

ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai 

melampau beban kerja normal; 

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada     

pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah 

memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; 
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c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai     

ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja 

yang memiliki resiko tinggi; 

d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada 

pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus 

dan langka; 

e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai 

ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan 

f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 

diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan 

dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat 

memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat 

persetujuan Menteri. 

10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri   

yang   menyelenggarakan   urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi 

Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau 

pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri. 


